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KATA PENGANTAR

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan
untuk periode 2 (dua) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 yang bersifat indikatif. Dalam Renstra digambarkan
tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses
berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses
pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya
secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang
sistematis.

Penyajian Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang 2025-2025 ini masih kurang sempurna,
namun akan terus belajar dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi
yang terkendali. Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran di
lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang yang telah mendukung tersusunnya Rencana Strategis ini.

Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan agar dapat
menjadi masukan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Pada akhirnya,
kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam
proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman seria
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2026.

Lubuk Pakam, 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710216 199703 1 007
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen
perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau
arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk
mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia
dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat
manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk
melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program
dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan
keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak
mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara
sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang
sistematis.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional secara substansi mengamanatkan penyusunan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk
periode 2 (dua) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang tidak terpisahkan
dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Renstra sebelumnya. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-
2026 disusun guna penyempurnaan penyusunan dokumen RPD Kabupaten
Tahun 2025-22026. Rancangan akhir Renstra Perubahan Perangkat Daerah
disusun dengan tetap mengacu kepada RPD yang sudah ditetapkan oleh

Peraturan Daerah (Perda).
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Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Serta Pertanahan berkewajiban menyiapkan Renstra
yang secara teknis merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2026, yang berfungsi
sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah
kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau
fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta
Pertanahan juga mengacu pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) dibawah Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat
dan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dan sasaran utama adalah
kawasan permukiman dengan melaksanakan kegiatan untuk mengurangi
luas kawasan kumuh dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
lingkungan serta penyediaan Rumah Layak Huni khususnya bagi masyarakat
kurang mampu.

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga
Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak
untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Sebagai hak dasar
yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk
bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman
dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi
prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi
komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (The
Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements) dan
Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk itu, Pemerintah

bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat
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tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan
lingkungannya. Sejalan dengan amanat di atas, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 — 2045 menetapkan bahwa sasaran
pokok pembangunan perumahan dan permukiman jangka panjang adalah
terpenuhi rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana lingkungan yang memadai yang didukung oleh sistem
pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk
mewujudkan kota tanpa kumuh.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa setiap orang berhak
menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Bahkan telah diatur lebih
jauh lagi tidak hanya hak tetapi juga kewajiban, bahwa setiap orang wajib
menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan dan
utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman menyatakan bahwa Penataan perumahan dan permukiman
berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan
kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian
lingkungan hidup.

Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk :

a. Memenuhi kebutuhan rumah layak huni sebagai salah satu kebutuhan
dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan
rakyat;

b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan
yang sehat, aman, serasi, dan teratur;

c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk
yang rasional;

d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan
bidang-bidang lain.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta

Pertanahan juga mengacu pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan
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Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Tujuan utama adalah membangun
permukiman yang layak huni dan terjangkau yang didukung dengan
ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai serta menyediakan rumah
yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Berkaitan
dengan hal tersebut maka pembangunan infrastruktur Bidang Perumahan
dan Permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga)
tujuan strategis yaitu :

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini
dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat — pusat pertumbuhan
ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan
ekonomi lokal;

b. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, dimaksudkan  untuk
mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja;

c. Meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi
luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan
kawasan permukiman dan meningkatkan infrastruktur  dasar

permukiman.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Renstra Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dokumen
perencanaan yang tidak terlepas dari substansi dokumen — dokumen
peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan.

Adapun peraturan — peraturan terkait dengan dokumen perencanaan

pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini

adalah :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor Drt 7 Tahun 1956
tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara,;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah
Daerah.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Runag Wilayah (RTRW) Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020 — 2024;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerepan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 Tentang
Pedoman Penyusunan APBD

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32
Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang
melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Utara Tahun 2017 —
2037,
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28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2010
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli
Serdang

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005 — 2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 — 2024

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 26 Tahun 2022 tentang
Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Kabupaten Deli Serdang.

Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan

perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab XA Hak

Azazi Manusia: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta

memperoleh pelayanan kesehatan”. Amanat UUD 1945 tersebut secara

hieraki dijabarkan dalam Undang — Undang, Peraturan Pemerintah maupun

Keputusan — keputusan yang antara lain meliputi :

a.

Jasa Konstruksi :

» Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi;

» Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi;

» Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah;
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> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7 Tahun 2019 Tentang

Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

b. Perumahan dan Permukiman :

» Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

> Peraturan Pemerintah Nomor No.64 Tahun 2016 tentang
Pembangunan perumahan Masyarakat berpenghasilan rendah

» Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

» Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang
Penyerahan Sarana dan Prasarana Utilitas di Daerah

» Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

» Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
21/PRT/M/2016 Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
26/PRT/M/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang
Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah

» Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh

> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
03/PRT/M/2018 Tentang Perubahan Atas Permen Pekerjaan Umum
Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum untuk Perumahan Umum

> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
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1.3

» Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat mencabut Peraturan nomor
1/PRT/M/2014 dan 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten Kota.

c. Pertanahan :

>

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 Tentang pendanaan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam
rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang penanganan
Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah

untuk Pembangunan Nasional

Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra ini disusun dengan maksud sebagai berikut :
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a. Sebagai pedoman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dalam penyusunan rencana kerja
tahunan dinas program/kegiatan dua tahun kedepan (2025 — 2026).

b. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk menyusun

dan mengevaluasi program/kegiatan selama dua tahun kedepan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta

Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah :

a. Sebagai wujud penjabaran RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun
2025 — 2026 dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Deli Serdang.

b. Menjadi tolak ukur dalam melaksanakan evaluasi kinerja Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten
Deli Serdang setiap tahunnya.

c. Pedoman dalam penyelenggaraan penyediaan infrastruktur dasar
permukiman

d. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan

lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

1.4 Sistematika Penulisan
Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 secara garis besar

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab |  Pendahuluan
Pada Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, dasar
hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan
Renstra dan sistematika penulisan dokumen.

Bab Il Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
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Pada Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Organisasi
Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki oleh perangkat
daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah sampai saat ini serta
kelompok sasaran layanan.

Bab Il Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Pada Bab ini memuat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
serta penentuan isu — isu strategis di bidang Perumahan dan
Permukiman.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Pada Bab ini berisi tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 serta cascading
kinerja Perangkat Daerah.

Bab VvV  Strategis dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan
dikembangkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Serta Pertanahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan
Pada Bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta
kinerja, indikator, target, dan pagunya sesuai dengan nomenklatur
pada peraturan menteri dalam negeri terkait.

Bab VII Kinerja Penyelengaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang target keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), serta
target Kkinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab VI1II Penutup
Pada Bab ini berisi ringkasan dari maksud dan tujuan penyusunan
dokumen Renstra Perangkat Daerah disertai dengan harapan

dokumen ini mampu menjadi pedoman Tahun 2025-2026.
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BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

2.1  Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman,

Prasarana, Sarana dan Utilitas serta Pertanahan.

2.1.2 Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli

Serdang mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan, Kawasan
Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas serta Pertanahan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang
Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas serta
Pertanahan;

c. Pembinaan dan melaksanakan tugas di Bidang Perumahan, Kawasan
Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas serta Pertanahan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsi di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana

dan Utilitas serta Pertanahan.

Renstra 2025-2026 Page 13



2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 26 tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja,
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten
Deli Serdang adalah instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati Deli Serdang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4
(empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala Sub Bagian dan 14 (empat belas)

jabatan fungsional dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
» Sub Bagian Umum
» Sub Bagian Keuangan
» Sub Bagian Bina Program
3. Kepala Bidang Perumahan yang bertanggung jawab terhadap:
» Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Perumahan
» Penyiapan bahan koordinasi Bidang Perumahan
» Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perumahan
4. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang
bertanggungjawab terhadap
» Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU)
» Penyiapan bahan koordinasi Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum (PSU)
» Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU).
5. Kepala Bidang Kawasan Permukiman bertanggung jawab terhadap:
» Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Kawasan

Permukiman.
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» Penyiapan bahan koordinasi Bidang Kawasan Permukiman

» Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Kawasan Permukiman

6. Kepala Bidang Pertanahan bertanggung jawab terhadap :
» Pelaksanaan bahan perumusan kebijakan Bidang Pertanahan
» Pelaksanaan bahan koordinasi perencanaan program Bidang
Pertanahan

» Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pertanahan
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STRUKTUR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PROGRAM
BIDANG PERUMAHAN BIDANG KAWASAN BIDANG PRASARANA, BIDANG PERTANAHAN
RERMUKIMALN SARANA DAN UTILITAS
UMUM (PSU)
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL IAUREEIIRINAL AUNEEOAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Gambar 2.1 Struktur Organisasi
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2.1.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme

Sistem, Prosedur dan Mekanisme Kerja Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mengacu

pada :

a.

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

Perda No. 4 tahun 2018 tentang Perubahan atas perda Kabupaten Deli
Serdang No. 2 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 6 Tahun 2011
tentang Perizinan Tertentu dan Nomor : 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 26 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berikut mekanisme kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Serta Pertanahan :

1.

Menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagai pendukung visi misi
Bupati Deli Serdang sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Serta Pertanahan yang dilandasi dari hasil musrenbang desa, kecamatan,
forum OPD, Reses DPRD, kebijakan berdasarkan study dan koordinasi
pemerintah atasan dengan skala prioritas;

Menyusun Rencana Kerja Anggaran yang terdiri dari Pendapatan,
Belanja Modal, Barang/jasa dan Belanja Pegawai serta Belanja Tidak
Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta
Pertanahan;

Melaksanakan kegiatan Survey dan Pendataan, penyusunan design dan

rencana anggaran biaya, rencana dan syarat — syarat kerja;

Melaksanakan pembangunan jalan lingkungan, penyediaan prasarana,
sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan rumah korban
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bencana
7. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan pelaporan atas kegiatan
pembangunan jalan lingkungan, penyediaan prasarana, sarana dan

utilitas perumahan dan kawasan permukiman;

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia aparatur yang handal merupakan investasi
berharga bagi sebuah organisasi, oleh karena itu perlu ditingkatkan
kemampuan dan profesionalisme supaya organisasi bisa bertahan dan
berkembang. Untuk dapat mempertahankan keprofesionalisme tersebut,
maka Sumber Daya Manusia aparaturnya perlu dikembangkan dan
ditingkatkan. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur bertujuan
untuk dapat memperbaiki kinerja pegawai - pegawainya yang bekerja secara
tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan. Selain itu tujuan
diselenggarakan pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur diarahkan
untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja

guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan
birokrasi telah disadari sebagai sesuatu hal yang sangat penting untuk
mewujudkan tercapainya kondisi pemerintah yang professional dalam
kepemerintahan yang baik. Hal ini sudah menjadi fenomena yang umum
di berbagai kalangan pemerintah saat ini baik di pemerintah pusat maupun
daerah.

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas aparatur
pemerintah, maka salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah
diklat guna mewujudkan aparatur pemerintah yang kompeten dan handal
dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Salah satu
strateginya adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan
kepribadian (attitude) melalui Pendidikan dan Pelatihan, karena
Pendidikan dan Pelatihan mempunyai peran strategis terhadap

keberhasilan pencapaian tujuan instansi.
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Komposisi SDM PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan jabatan, yaitu
pejabat struktural berjumlah 21 orang dan pejabat fungsional berjumlah 21
orang. Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan dan

golongan, yaitu sebagai berikut.

a. Magister (S-2) : 5 orang
b. Sarjana (S-1) : 24 orang
c. Diploma : 4 orang
d. SLTA : 9 orang
PNS berdasarkan golongan adalah sebagai berikut.
a. Golongan IV : 3 orang
b. Golongan III : 30 orang
c. Golongan Il : 8 orang
d. Golongan I : 1 orang

2.2.2 Saranadan Prasarana
Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :
a. Bangunan kantor, berupa gedung kantor, rumah dinas, records centre
dan musholla
b. Kendaraan dinas, berupa kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
c. Kendaraan operasional, berupa kendaraan operasional roda 4
d. Peralatan dan perlengkapan kantor

e. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang melaksanakan pelayanan dalam Bidang Perumahan
Dan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum serta Pertanahan.
Adapun Capaian Kinerja pelayanan periode Rencana Strategis 2019-2024

berdasarkan indikator Kinerja sebagai berikut :
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Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang

Indikator Kinerja
Sesuai Tugas dan

Target Renstra Pada Tahun

Realisasi Capaian Pada Tahun

Rasio Capaian Pada Tahun

No. Program B Satuan Target IKK
Fungsi Perangkat
Daerah 2020 | 2021 | 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024 | 2020 2021 |2022 | 2023 | 2024
1 |Program Pengelolaan Dan Persentase Fumah Tangga b g0 T5.32| T6.50 T5.32| TBAT 100 100
Pengembangan Sistem wang mendapat akses air . .
Program Pengembangan Perzentaze penyediaan b 60,00 22,72 | 32,00 22,72 50,00
z . 1.00 1.56
Sistern Dan Perngelalaan sarana dan prasarana
Program Pengelolaan Dan Persentaze PFumah Tinggal b a0 85,50 | 86,50 894,73 895,58
3 ) ) S 0.33 0.33
Pengembangan Sistem &ir Berzanitasi Lavak
Program Pengelolaan Dan Perzentaze Berkurangrva b 85,00 E5.20 | 63,00 Ed,53 TO,65
4 |Pengembangan Sistem Luas Genangan/Banjir di 0.33 1.04
Orainase kaw azan Permukiman
Program Penataan Bangunan Persentase Bangunan Ber- Y 45,00 25,00 | 30,00 25,80 32.00
5 103 1.07
Gedung IME
& Program Pengelalaan Persentase Luasan RTH b 15,30 | 15,00 14,567 15,45 096 e
K.eanskaragaman Hayati Publik wang berkualitaz di ’ ’
Program Pengembangan Persentaze Pembangunan “ 100,00 100,00 {10000 | 100,00 100,00 100,00 a 100,00 00,0
Perumakan dan Rehabilitasi Fumah
T - 1.00 1.00
Korban Bencana atau
Relokaszi Pragram
Program Kaw asan Permukiman Persentase berkurangriva ¥ 33,73 6,40 G.50 39563 33.73 3.63 6,530
i - 0.55 1.00
Luazan permukiman kumub
Program Perumahan dan Perzentase rumah tangga b 99,73 99,63 99,73
3 - A
K.aw azan Permukiman Kumuh dengan akzes hunian vang
Program Peningkatan Persentase Perumahan b Ta.00 75,00 | 63,22 TO,00 Tr.00 Ta,00 T3.88 EE,6T TO,0
10 . L 0.33 0.35 1.00
Prazarana, Sarana dan Utilicas wang terfasilitasi PSL
1 Program Pengelalaan Tanah Persentase pemenuhan b4 100 100,00 100,00
Kaosong kebutuhan tanah untuk
Program Pengelalaan lzin Persentase peningkatan b4 100 100,00 100,00

12 |Membuka Tanah

tertib administrasi
pertanzhan pemerintah

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2023
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Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan
wajib yang terdiri SPM Bidang Perumahan serta pencapaian SDG’s seperti
kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah masyarakat kurang
mampu, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
yang merupakan target SDG’s dan universal access 100-0-100.

Anggaran dan Realisasi dalam mencapai kinerja pelayanan Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Periode 2019-2024 seperti pada tabel
2.2 berikut ini.
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Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang

Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun
Uraian tahun
No _ Satuan
Program/Kegiatan

Rasio antara realisasi dan anggaran

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 (2023 | 2024

1 Program Pengelolaan 16.273.611.176 21.747.401.21 22.501.327.813 13.257.018.937 1.38 061
Dan Pengembangan
Sistern Penyvediaan Air
Mirm

Program 6,358, 788,000 6.063.513.160 5.813.473.77d 3.360.232.455 0.3z 0.55

Pengembangan Sistem
Dan Pengelalaan
Perzampahan Regional

Program Pengelolaan 3.561.041.485 13.001.618. 764 13.215.065.541 10.227.622 496 138 0,73
3 |Dan Pengembangan b
Sistern Air Limbah
Program Pengelolaan 36.104.403.803 53543587 855 32525285876 12.512.857.698 0,90 0,23
4 |Dan Pengembangan b
Sistemn Drainase
5 Program Penataan 42934 863,860 84.136.364. 963 24.155.574.050 24.114.296.2T 0,56 0,29
Bangunan Gedung
Program Pengelolaan 13.427.709.365 14.572.934.132 10.5253.077.550 9.271.768.876 0,78 0,64
E |Keanskaragaman b
Hayati [KEHATI)
Program 1157.656.248 1.033.937.872 3461723580 4.089.707.030 93.583.000 388,210,300 0,08 038
T |Pengembangan b
Perumshan
Program Kawasan 5.361.385.585 E.345.430.208 13.204.607.260 11.440.576.025 4,915,346 465 5.916.130.808 0,32 0,33
Fermukiman
Program Perumahan 12.8689.595.080 T.745.220.080
3 |[danKawasan b
Permukiman Kumuh
Praogram Peningkatan 24.633.663.720 43 621.256.357 B2 5E6.858.576 EE.320.935.076 91.765.041.152 22.426.413.013 TE18.717.013] 60.275.577.105 0,91 017 0,36
10 [Prasarana, Sarana dan b4
Lltilitas Umum (PSU)
Program Pengelalaan
Tanah Kosong

“ 9.424.123.807.00 5.976.329.933

1z Program Pengelalaan

Iz Membuka Tanak “ S05.615.856,00 441355 536

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2023
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Pada Periode 2019-2024 rasio antara anggaran dan realisasi kinerja
sangat variatif (naik-turun). Tahun 2021 terjadi peningkatan anggaran
yang cukup signifikan pada kegiatan Pembangunan Gedung dan kegiatan
peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan
keagamaan. Selain mewujudkan infrastruktur pelayanan dasar sesuai
dengan prioritas nasional Universal Access 100-0-100 (100% air Minum
Aman, 0% Kawasan Kumuh, 100% Sanitasi Layak), Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman serta Pertanahan juga mempunyai peran dalam
mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang bersinergi dengan
perangkat daerah lainnya dalam hal penguatan ekonomi masyarakat, sosial

dan budaya, peningkatan sarana dan prasarana permukiman.

2.4  Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten
Deli Serdang memiliki sasaran layanan ke masyarakat Kabupaten Deli Serdang.
Hal ini sejalan dengan sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan kepada masyarakat umum. Dalam
Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan
sesuai tujuan ke 11 SDG’s yaitu pada tahun 2030, memastikan akses terhadap
perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan
meningkatkan mutu pemukiman kumuh dan menyediakan akses universal
terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, dan hijau,
terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula dan orang dengan disabilitas.
Selain itu kegiatan prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan lainnya berupa Pemenuhan Rumah Tidak Layak Huni Bagi
masyarakat Kurang Mampu untuk menangani permasalahan kemiskinan ekstrem.

Selain kegiatan pada perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat
Daerah juga memiliki program dan kegiatan yang sasarannya adalah kepentingan
umum dan Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut berupa pengadaan pemenuhan
kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur ~maupun
kepentingan umum, serta memantapkan koordinasi antar perangkat daerah dalam
urusan bidang pertanahan / kebutuhan tanah, mengembangkan sistem informasi
pertanahan yang akurat, yang berisi antara lain informasi tanah yang tersedia dan

kebutuhan tanah Pemerintah Daerah.
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Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang sangat luas yang
beberapa Kecamatannya berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Sumatera
Utara. Kehadiran Bandara Internasional turut meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang berimbas pada peningkatan permukiman. Sejalan dengan hal
tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana dasar yang tentu menciptakan peluang
pengembangan pelayanan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta

Pertanahan diantaranya :

a. Membuka peluang bagi para investor untuk meng-invest dana dalam
memacu pembangunan daerah.

b. Adanya program-program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di
daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan
permukiman

c. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Utara untuk
mengembangkan sarana dan prasarana permukiman sebagali
pendukung peningkatan kesejahteraan

d. Tersedianya jalan lingkungan yang dapat menunjang aksesibilitas
masyarakat;

e. Fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) dari pengembang
perumahan dapat dikelola oleh Pemerintah daerah.

f. Informasi sistem manajemen daerah yang merupakan sistem
perencanaan terpadu berupa penyusunan konsep dan penerapan
Anggaran Berbasis Kinerja, sistem akutansi keuangan daerah, system
akuntabilitas kinerja dan reformasi kelembagaan, guna menciptakan

good governance.
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BAB Iii

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan

rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat

pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya.

Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu

diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman

yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk di kawasan

padat dan menyebabkan permukiman menjadi kumuh.

Berikut permasalahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

serta Pertanahan :

Tabel. 3.1

Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

serta Pertanahan

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
1. | Kurangnya kualitas Lahan semakin terbatas | Kemiskinan
kawasan permukiman dan semakin mahal
dan keters_edlaan rumah sehingga semakin sulit
layak huni dijangkau oleh
masyarakat
2. | Belum tuntasnya Masih ada kawasan
kawasan kumuh di permukiman yang
perkotaan kualitas lingkungannya
kurang baik (kumuh)
serta masih ada
permukiman di lokasi
rawan bencana
3. | Ketersediaan lahan TPU | Tidak tersedianya Belum ada perumahan yang
di lingkungan Taman Pemakaman secara khusus menyediakan
perumahan masih Umum (TPU) untuk fasilitas Taman Pemakanan
kurang. masyarakat penghuni Umum (TPU), dan masih
lingkungan perumahan. | membebani desa dalam
penyediaannya.
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No. Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

(1) (2)

(3)

(4)

4. | Banyak bangunan
didirikan di atas tanah
ilegal

Banyak bangunan liar
didirikan di atas tanah
yang status
kepemilikannya tidak
sah seperti eks-HGU
PTPN I, jalur hijau,
sempadan sungai,
kawasan hutan lindung,
jalur kereta api

3.2 lsu Strategi

3.2.1 Sasaran Strategis

Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya

ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan

indikator kinerja:

(1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah
sungai keweangan Pusat;

(2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilaah
Sungai (WS) kewenangan Pusat;

(3) Kapasitas tampung per kapita;

(4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas
irigasi.

Sasaran  Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya

konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja:

Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100

km)

Sasaran  Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya

Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman

Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:

(1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman
yang layak dan aman melalui pendekatan smart living

(2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak hunt;
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4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya

pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang

kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:

(1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang

konstruksi yang kompeten dan profesional;

(2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan

siap kerja

5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas

Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

dengan Indikator Kinerja:
(1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR

(2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem,

kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;

(3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam

Penyelenggaraan Infrastruktur;

(4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR,;

(5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan

Strategis;

(6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

3.2.2 lsu

dan Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Sumatera Utara

a.

Rumah Tidak Layak Huni Sumatera Utara Tahun 2020 tersisa
+ 148.385 unit pada 30 kab/kota. Kabupaten Deli Serdang
tahun 2020 memiliki 3448 Unit Rumah Tidak Layak Huni
Relokasi rumah korban bencana.

Saat ini belum ada rumah korban bencana alam yang perlu
ditangani namun sesuai tugas dan fungsi akan dilaksanakan
bila terjadi bencana.

Relokasi rumah korban pembangunan pemerintah seperti

Bantaran sungai, jalan tol, dll. Dalam hal ini, Kabupaten Deli
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Serdang belum memiliki perencanaan terhadap relokasi rumah
akibat pembangunan.

d. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman
kumuh Sumatera Utara seluas 767 ha pada tahun 2018 tersisa
pada tahun 2020 seluas 632 ha. Luas Pemukiman Kumuh
Kabupaten Deli Serdang sebesar 461 Ha.

e. Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas perumahan
MBR 2000 s/d 3000 unit per tahun.

Kabupaten Deli Serdang melaksanakan PSU Perumahan MBR
berdasarkan permintaan pengembang dan mengusulkan
kepada pemerintah Provinsi untuk direalisasikan.

f. Backlog Sumatera Utara Tahun 2018 sebanyak 618.704 unit.
Kabupaten Deli Serdang memiliki Backlog sebesar 16.800
Unit.

g. Sertifikasi & registrasi bagi orang / badan hukum yg
melaksanakan perancangan rumah dan perencanaan PSU
tingkat kemampuan menengah.

3.2.3 Tujuan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi adalah :

Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Sumatera

Utara memiliki strategi yang dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan

barat

b. Mengembangkan  sektor ekonomi  unggulan  melalui

peningkatan daya saing dan diversifikasi produk

c. Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi lahan

yang ada dan ekstensifikasi kegiatan pertanian apda lahan non-
produktif

d. Menjaga  kelestarian  lingkungan dan  mengembalikan

keseimbangan ekosistem

e. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai

antisipasi perkembangan wilayah

f. Meningkatkan aksesibilitas dan meratakan pelayanan sosial

ekonomi ke seluruh wilayah provinsi.
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Sejalan dengan tujuan Pemerintah Provinsi, Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
mempunyai tujuan melaksanakan sarana dan prasarana dasar

permukiman yang layak dan aman.

3.2.4 Penentuan Isu — Isu Strategis
Berdasarkan identifikasi permasalahan serta melihat Sasaran

Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta

Pertanahan maka isu — isu strategis yang ada di Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan rumah yang layak huni pada masyarakat berpenghasilan
rendah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan
perumahan.

2. Perbaikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni untuk
masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Peningkatan kualitas kawasan permukiman berupa penanganan
kawasan permukiman kumuh

4. Penataan Prasarana Sarana dan Utilitas untuk meningkatkan kualitas
kawasan permukiman kumuh

5. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman berbasis komunitas

6. Pencapaian tertib administrasi pertanahan
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1  Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2026
4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atas pernyataan misi yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini
disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi
dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah
2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,
dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya
manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJIMN 2020-2024 telah mengarus
utamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Tujuan
SDG’s yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
serta Pertanahan adalah Kota dan Permukiman yang berkelanjutan (Sustainable
Cities and Communities).

Tujuan ke-3 pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli
Serdang Tahun 2025-2026 vyaitu Meningkatkan infrastruktur untuk
mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan pelayanan publik.
Berdasarkan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli
Serdang tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan
tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi

masyarakat

2. Mewujudkan layanan pertahanan untuk kepentingan umum

Tujuan ke-5 pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli
Serdang Tahun 2025-2026 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
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transparan dan akuntabel. Berdasarkan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Kabupaten Deli Serdang tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman menetapkan tujuan Renstra sebagai berikut.
1. Meningkatnya  efektivitas dan  akuntabilitas  penyelenggaraan
pemerintah daerah

2. Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari
tujuan. Sasaran dapat dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program
dan kegiatan sehingga dapat memberi arah yang jelas terhadap sumber daya dan
anggaran.

Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan merupakan penjabaran dari Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Tahun 2025-2026 yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar

2. Mewujudkan kemandirian pangan

3. Mewujudkan pelayanan publik secara digital, terintegrasi, dan inklusif

Berdasarkan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten
Deli Serdang Tahun 2025-2026, maka Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut
bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Sasaran strategis yang akan
dicapai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah
:Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat;

1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kawasan permukiman

3. Meningkatkan ketersediaan lahan untuk kepentingan umum

4. Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah;

Berdasarkan pernyataan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli
Serdang maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman serta Pertanahan seperti disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Indikator

Indikator

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan Sasarar_] Indikator Program Indikator Kegiatan Indi[(ator
RPJMD RPJIMD Renstra Renstra Strategis Sasaran 2025 2026 Program 2025 2026 Kegiatan 2025 2026
Meningkatkan | Indeks Daya Meningkatkan | Persentase | Meningkatnya | Persentase 40,95% | 41,02% | Program Persentase 61,18% 61,72% | Pencegahan Persentase 3,35% | 3,46%
infrastruktur Saing kualitas Rumah jumlah rumah | ketersediaan Perumahan peningkatan Perumahan dan | rumah tidak
yang Infrastruktur | kawasan Tangga layak huni rumah layak dan Kawasan jumlah rumah Kawasan layak huni
berkelanjutan (1DSI) permukiman dengan bagi huni Permukiman layak huni Permukiman yang ditangani
dan yang layak akses masyarakat terjangkau Kumuh terjangkau Kumuh pada
berwawasan huni bagi hunian bagi bagi Daerah Persentase 97,01 | 97,11%
lingkungan masyarakat layak masyarakat masyarakat Kabupaten/ ketersediaan %
Kota rumah layak
huni
terjangkau
bagi
masyarakat
Program Persentase 100% 100% Pendataan Persentase 37% 40%
Pengembanga | penyediaan Penyediaan dan | tersedianya
n Perumahan rumah korban Rehabilitasi data rumah
bencana/relok Rumah Korban | bagi korban
asi program Bencana atau bencana alam
Kabupaten Relokasi dan relokasi
Program program
Kabupaten/Kot | kabupaten/kot
a a
Pembangunan Persentase 100% 100%
dan Rehabilitasi | tersedianya
Rumah Korban | rumah bagi
Bencana atau korban
Relokasi bencana alam
Program dan relokasi
Kabupaten/Kot | program
a kabupaten
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Tujuan
RPJMD

Indikator
Tujuan
RPJMD

Tujuan
Renstra

Indikator
Tujuan
Renstra

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Sasaran Indikator Program Indikator Kegiatan IndiI_(ator
Strategis Sasaran 2025 2026 Program 2025 2026 Kegiatan 2025 2026
Meningkatnya | Persentase 0,30% 0,25% | Program Persentase 0,30% 0,25% Penataan dan Persentase 22,00 | 24,00%
kualitas luasan Kawasan pengurangan Peningkatan ketersediaan %
kawasan kawasan Permukiman kawasan Kualitas dokumen
permukiman permukiman permukiman Kawasan kajian
kumuh kumuh Permukiman pembangunan
Kumuh dengan | dan
Luas di Bawah pengembanga
10 Ha n perumahan
dan kawasan
permukiman
Peningkatan Persentase 19,58 | 24,35%
Kualitas penataan %
Kawasan kawasan
Permukiman permukiman
Kumuh dengan | kumuh
Luas di Bawah
10 Ha
Persentase 16,67 | 20,00%
rumah tangga %
kumuh
perkotaan
Meningkatnya | Persentase 78,50% 79% Program Persentase 84,50% 86,50% | Urusan Persentase 79% 80%
ketersediaan luas kawasan Peningkatan PSU memadai Penyelenggaraa | ketersediaan
infrastruktur yang telah Prasarana, di kawasan n PSU PSU
kawasan terfasilitasi Sarana Dan perumahan Perumahan perumahan
permukiman Dengan PSU Utilitas dan dan
Umum (PSU) permukiman permukiman
Persentase 81% 82%
PSU
perumahan
dan
permukiman
dalam kondisi
baik
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Indikator

Indikator

Target Kinerja

Target Kinerja

; ; ; Target Kinerja ; ;
I-?r;f]llj\ig Tujuan ;wuan Tujuan gasarar_l Igdlkator Program Ilgldlkator Kegiatan IleIfator
RPJMD enstra Renstra trategis asaran 2025 2026 rogram 2025 2026 eglatan 2025 2026
Mewujudkan Persentase | Meningkatkan | Persentase 100% 100% | Program Persentase 100% 100% Inventarisasi Persentase 100% 100%
layanan cakupan ketersediaan ketersediaan Pengelolaan pemenuhan dan ketersediaan
pertanahan layanan lahan untuk tanah untuk Tanah Kosong | kebutuhan Pemanfaatan lahan untuk
untuk pertanaha | kepentingan kepentingan tanah untuk Tanah Kosong kepentingan
kepentingan n umum umum kepentingan umum
umum umum
Persentase 100% 100% | Program Persentase 100% 100% Penerbitan Izin Persentase 100% 100%
luasan tanah Pengelolaan peningkatan Membuka pemanfaatan
yang I1zin Membuka | tertib Tanah tanah untuk
dibebaskan Tanah administrasi kepentingan
pertanahan umum
pemerintah
daerah
Mewujudkan Indeks Meningkatnya | Indeks Meningkatnya | Nilai 82 82 Program Nilai 82 82 Perencanaan, Persentase 100% 100%
tata kelola Reformasi efektivitas dan | Kepuasan | Kualitas Akuntabilitas Penunjang Akuntabilitas Penganggaran, Tertib
pemerintahan Birokrasi akuntabilitas Masyarak | pelayanandan | Kinerja Urusan Kinerja dan Evaluasi Administrasi
yang penyelenggara | at Kinerja Instansi Pemerintahan Instansi Kinerja Dokumen/
transparan dan an pemerintah Perangkat Pemerintah Daerah Pemerintah Perangkat Laporan
akuntabel daerah Daerah (AKIP) Kabupaten/ (AKIP) Daerah Perencanaan,
Kota Penganggaran
dan Capaian
Kinerja
Meningkatnya Indeks 87 87 Indeks 87 87 Administrasi Persentase 100% 100%
pelayanan Kepuasan Kepuasan Keuangan Tertib
prima Masyarakat Masyarakat Perangkat Administrasi
pemerintah (IKM) (IKM) Daerah dan Pelaporan
daerah Keuangan
Administrasi Persentase 100% 100%
Kepegawaian Tingkat
Perangkat Disiplin
Daerah Aparatur/
Pegawai
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Tujuan
RPJMD

Indikator
Tujuan
RPJMD

Tujuan
Renstra

Indikator
Tujuan
Renstra

Sasaran
Strategis

Indikator
Sasaran

Target Kinerja

2025 2026

Program

Indikator
Program

Target Kinerja

Target Kinerj ;
e e Kegiatan Ind|l_<ator
2025 2026 Kegiatan 2025 | 2026
Administrasi Persentase 100% 100%
Umum Ketersediaan
Perangkat Pemenuhan
Daerah Layanan
Umum
Kedinasan
Pengadaan Persentase 100% 100%
Barang Milik pemenuhan
Daerah sarpras
Penunjang penunjang
Urusan fungsi
Pemerintah kedinasan
Daerah
Penyediaan Tingkat 100% 100%
Jasa Penunjang keamanan dan
Urusan kenyamanan
Pemerintahan kantor
Daerah
Pemeliharaan Persentase 100% 100%
Barang Milik aset/ barang
Daerah yang
Penunjang terpelihara
Urusan fungsinya
Pemerintahan
Daerah

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2023
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4.2  Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan Meningkatkan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
transparan dan akuntabel
Indikator Indeks Draya Saing Infrastrulotur (IDST)
Indeks Reformasi Birokrasi
Meningk
Sasaran i ML i huni bagi Mewujudkan layanan pertanshan efektivitas dan Meningkatnya pelayanan
Meningleathan permukiman yang layak bagi masyarakat . i hili . intah dacral
penyclenggarsan
pemerintah daerah
I I
) ) j Mm = ]m_ m Mﬂﬂm angunylml
Strategi Ao E— . ketersedisan _1"" pelayanan dan Kinerja
huni bagi masyarakat _ infrastruliur untuk kepentingan Perangksat Dacrsh
permukiman
‘l h 4 l l
Program
Program Program .
:‘m o En o Pemingloatan Program Pengelolzm Pmm Penunjang  Urusan
Program Kawasan P b Kawasan Prassrana, Sarana Pengelolaan Tzin Membuka Pemerintahan Dacrah - Kabupaten!
Permukiman ERORCNE Permukiman Dan Utilitas Unmum Tanah Kosong Tansh Kota
Kumuh (FSLD
o - 1. Perencanssn, Penganpggaran, dan Evaluasi
. - ~ 1. Pend. 1. Penataan dan . Kinerja Perangkat Diacrah
Kegiatan - dan Penyedi dan Puﬁm Urusan ir:..umm.w Pmm 2. Administrasi Keuangan Perangkat Dacrsh
o ; Rehabilitasi Kualitas Kawasan Penyelenggarasn B E Lein Membula 3. Administrasi Kepegawaian Perangkst Dacrsh
crukiman Rumsh Korban Permukiman PSL Perumshan Tanzh K Tanah 4. Administrasi Umum Perangkst Dacrsh
Kumuh  pada Bencana atan Kumuh  dengan 5. Pengadaan Barang Milik Daersh  Penunjang
Lol Relokasi Program Luas di Bawsh 10 Urusan Pemerintsh Diaersh
bbb Kabupaten' Kota Ha 6. Penyodisan Jasa Penunjang Unisan Pemerintahan
2. Pembangunan 2. Peningkatan Disersh
dan  Rochabilitsi Kualitas Kawasan T. Pemeliharssn Barang Milik Deersh Penunjang
Rumsh Korban Permukiman Urusan Pemerintahan Dacrah
Bencana atan Kumuh  dengan
Relokasi Program Luas di Bawah 10
Kabupaten/Kota Ha

Renstra 2025-2026

Page 36



5.1

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang
secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif.
Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi
diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan
peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan.

Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman serta Pertanahan harus memiliki pedoman/acuan
agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang
ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur
maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat
menjadi sangat penting.

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang
akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang
dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Kebijakan
adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk
melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah sebagai
berikut :
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Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAM FAZARAN ETRATEGI ARAH KEEIJAKAN
Meningkatoya |1 | Meningkatnya kualitas akselerasi pembangunan
kualitaz lingkungan layak huni infraztruktur melalui
lingkungan peningkatan zarana dan
perumahan prazarana
dan kawasan 1| Melembagakan sistem Pengembangan peraturan perundang-undangan dan
permukiman penyelenggaraan pemantapan kelembagaan di bidang perumahan dan
perumahan dan permukiman serka fasilitasi pelaksanaan, penataan ruang
permukiman dengan kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif
pelibatan masyarakat
sebagai pelaku utams i penyuzunan dan pengembangan berbagai
produk peraturan perundang-undangan dalam
penpelenggaraan perumahan dan permukiman
termazuk sosializazinga
1 [ pemantapan kelembagazan perumahan dan
permukiman yang handal dan responsif
1 [ peningkatan kapasitas kelembagaan dan
individual dalam pengawasan kanstruksi dan
keselamatan bangunan gedung dan lingkungan
1 [ penyusunan mitigasi bencana alam bidang
perumahan dan kawasan permukiman
1 | penguatan implementasi kemudahan perizinan
dan adminiztrasi perkanahan untuk perumahan
Mlewujudkan pemenuhan Femenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau
kebutuhan perumahan dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan
[papan] bagi selurub berpendapatan rendah
lapizan masyarakat, 7
sebagai salah saty pengembangan pembangunan perumahan yang
bkt i BB g kg o
permukiman dampak bencana alam dan
kerusuhan sosial
{ peningkatan efisiensi lahan untuk penyediaan
perumahan melalui peremajaan kota dan
konsalidasi tanah dalam rangka penanganan
permukiman kumuh perkokaan
1 [ pembentukan dan peningkatan peran badan
perumahan publik dalam penyelenggaraan
prerumahan dan permukiman di perbotaan
pemanfaatan tanah milik negarad BURM untuk
mendukung penyediaan perumahan bagi MER
pengelolaan gedung dan rumah negara
Mewujudban Ferwujudan kondisi lingkungan permukiman yang schat,
permukiman yang sehat, aman, teratur, harmoniz dan berkelanjutan
aman, terakur harmonis . ) ) .
dan berkelanjutan guns : peninghatan kuallt:'.\s lingkungan permukiman,
khuzusnya permukiman kumuh
mendukung pengembangan penyediaan prazarana dan
pengembangan jatidie, A | zarana lingkungan permukiman
produktivitas dan 1 [ penerapan tata lingkungan permukiman
kemandirian mazyarakat pemeliharaan prasarana sarana pada peromahan
4 yang telah menjadi aset pemerinkah dacrah
Mewujudkan 1| Meningkatnya 1| Meningkatnya kinerja i perbaikan dan efisiensi tata lakzana, proses
tata kelola efektivitas dan Organizasi Perangkat kerja, kzlembagaan organizasi, administrasi
pemerinkahan akuntabilitaz Daecrah zerka pengukuran kinerja kelembagaan
tl:lann?:paran s:::_?:ﬁ:gfz;a;r;h 1 peningkatan kemampuan, kct-:ran:upilan. d!sipl.in
dan akuntabel zerka pengembangan budaya kerja arganisasi
Meningkatkan A [ meningkatnya publikasi infarmasi publik melalui
keterbukaan dan media cetak, clektronik dan media lainnga
tranzparansi infarmasi
::::.?;I;IEE:;?:“ 1 | meningkatkan penpebarluazan infarmasi dan
pelakzanaan pengenalan produk inovasi dacrah
pembangunan
Meninghatnya 1| Mewnjudkan kebijakan 1 [ tervujudnya pelayanan publik Berbasiz
pelaganan prima pelaganan publik yang 1 | pengaduan masyarakat sebagai basis kebijakan
pemerintah dacrah berkualitas pelaganan publik
1 | layanan publik terintegrasi
1 [incvasi pelayanan publik berkelanjutan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui
capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan
sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil
yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dalam rangka
mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator dan sasaran sebagai tolak ukur
keberhasilannya, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menetapkan Rencana Program, Kegiatan dan
pagu indikatif dalam kurun waktu tahun 2025-2026.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan, untuk
mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan akan dilaksanakan program/kegiatan melalui 7 ( tujuh ) Program
melalui Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana
Sarana dan Utilitas (PSU), Bidang Pertanahan dan Sekretariat.

Masing-masing program dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang
diukur dengan indikator keluaran Target serta rencana pendanaan Yyang
dituangkan pada tabel 6.1 berikut :

Renstra 2025-2026 Page 39



Tabel 6.1
dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan

Kod Sat
ode Pemerintahan [Dutcome)/Keqgiatan atuan 2025 2026
o [Dutput] K_| Rp K Rp
Ferangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN DAN KEAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
Urusan
1 Pemerintahan Wajib
yang Berkaitan
104 Perumahan Rakyat 150.990.000.000 157.462.290.000
dan Kawasan
Program Penunjang Nilai Indeks Ke
puasan _
1.04.M l.lrusan_ Masyarakat [IKM] Poin 87 11.947_000_000 87 12162 000_000
Pemerintahan
Nilai LHE AKIP [
P 78 78
Ferangkat Daerah omn
Ferencanaan, PHS?".'HSE _Tertll:-
Penganggaran, dan Administrasi
1.04.01.2.00 se T OokumentLaparan " 100 420.000.000 100 420,000,000
Ewvaluazi Kinerja = P
Perangk.at Daerah g erencanaan, | err;ganggaran
a0 Ca03ian Kine
Fenyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Rencana
1.04.01.2.00.01 Ferencanaan Perangkat Kerja [Renja)] Perangk.at Ookumen 4 170.000.000 4 170.000.000
Oaerah Daerah dan Perubahannya
Koordinasi dan
Loaozmos | DEnyusunanLaporan dumish Laparan Evaluasi Dokumen| 7 250,000,000 7 250,000,000
Capaian Kinerja dan Fenja Triwulan
lk.htizar Realizasi Kinerja
Administrasi K Fersentase Tertib
10401202 e m'"'i rt‘ag *‘”ﬁ”ga" Administrazi Dakumen = 100 £.5943.000.000 100 £.942.000.000
Erangrat Liaera Felaporan Keuangan
to4ozozor | FEnyediaan Gajidan dumlah Pembayaran Gaji dan 0B | 408 6500.000.000 | 408 £.500.000.000
Tunjangan 50 Tunjangan A5M
1o40zozpe | Eenyediaan Administrasi -+ Jumish pembayaran Honor Dokumen| 12 z20000000 | 12 220,000,000
Felak=anaan Tugas ASM Fengelola Keuangan
Koordinasi dan
1040120205 | Penyusunan Laparan Jumlsh Laparan Keuzngan Dickumen| 1 123,000,000 1 123,000,000
- Bkhir Takun
Eeuangan Akhir Tahun
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=
Kod Sat
ode Pemerintahan [Outcome]IKeqgiatan atuan 2025 2026
Daerah dan [Dutputl K Rp K Rp
Administraszi . —
. Fersentase Tingk.ak Disiplin .
1.04.01.2.05 Kepegawaian Perangk.at fparatur § Pegauai kA 00 100 215.000.000
Daerah
Fengadaan Pakaian . .
1040120502 |Dinas Beserta Atribut dumiah Piaket P aksian Dinas Paket | 1 15.000.000 1 115,000,000
Kelengkapaniny eserta Atribut Kelengkapan
Fendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan
1.04.01.2.06.03 Pengolahan Administrazsi dan Pengolahan Administrasi Dokumen 34 00.000.000 339 100,000,000
Kepegawaian Kepegawaian
Bdminiztrazsi Umum Perzentase Femenuhan .
1.04.01.2.05 Perangkat Dserah K ebutuhan Umum Eedinasan b 00 1.605.000.000 100 1.605.000.000
Fenyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen
10401z060  |Instalas Instalasi ListrikfFenerangan Paket | 1 £2.000.000 1 £2,000.000
Lisgtrik/Penerangan Eangunan Kantor yang
Eangunan Kankar Dizediakan
B di Feralat Jumlah Faket Peralatan dan
1.04.01.2.06.02 d E'”lﬁl_? 'I'“”k era aKa” : Perlengk.apan Kantar yang Paket 1 E50L,000.000 1 B50.000.000
an Ferlengk.apan K.antor Diizediakan
1401z0eny | enyediaan Bahan Jumnlah Paket Bahan Lagistik Faket | 1 72.000.000 1 72,000,000
Logistik Kantor K.antor yang Disediak an
Fenyediaan Barang Jumlah Faket Barang
1.04.01.2.08.05 Cetakan dan Cetak.an dan Fenggandaan Fak.et 1 12:3.000.000 1 12:3.000.000
Fenggandaan yang Disediak.an
Fenyediaan Bahan dBumIah Dd':'k';mer:: Bahan
1.04.01.2.08.06 Bacaan dan Peraturan F_a“a;' a"'u f'j’a Mran Dokumen| 2 £0.000.000 2 £0.000.000
Ferundang-undangan ETUndang-Undangan yang
DOizediakan
\o4mzogos | Fasilitasi Kunjungan Jumlh Laparan Fasilitasi Laporan | 1 36.000.000 1 36,000,000
Tamu Kunjurngan Tamu
Fenyelenggaraan Fapat ..Ipurnlafli Laparan Franat
1.04.01.2.05.03 Koaordinasi dan EMUELENINAraan mapat Laporan | 12 BI02.000.000 1z B02.000.000
: koardinasi dan Konsultasi
Kaonsultasi SKPDO
SkERPD
Fengadaan Barang Milik Fersentaze pemenuhan
1.04.01.2.07 Diaerah Penunjang Sarpras penunjang Fungsi kA 00 JE0.000.000 100 SE0.000.000
Urusan Pemerintah kedinasan
104020705  |Pengadasn Mebel Jumiah Paket IMebel yang Unit | 135 0000000 | 135 50,000,000
Dizediakan

Renstra 2025-2026

Page 41



TrusaniBidang

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Urusan Frogram
Kod Sat
ode FPemerintahan [Outcome)lKegiatan atuan 2025 2026
Daerah dan ! 1 K Rp K RBp

Fengadaan Sarana dan ;ﬂ:ﬂ:gﬁ:';ﬁiﬁg&i‘;ﬁ
Prazarana FPendukung .

104020711 Giedung Kantar atau g:ﬁ;zﬁial-n:i::nz?:ang LInit 2 300000.000 2 J00000.000
Bangunan Lainnya Dizediak.an
Fenyediaan Jaza -

104.01.2.08 Fenunjang Linisan Jingk.at keamanan dan o 100 681000000 | 100 £21.000.000
Femerintahan Daerak 4
Penyedlaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan

LO4.0Z0802 | Komunikasi, Sumber Jasa Komunik.asi, Sumber Laporan | 3 141,000,000 3 141,000,000
Diaua Air dan Listik Diaya Air dan Listrik yang

443 Alrdan Litn Digediak.an
. Jumlah Laporan Penyediaan

Penyediaan Jaza

10420204 Pelayanan Umum Kantor Jaza F'elagane!n Umum Laporan 12 B0 0000000 12 B0 00000000

Kantor yang Disediakan

Femeliharaan Barang

104.01.2.09 Milik Daerah Penunjang || o o0 a5# asetf barang yang % 100 1938000000 | 100 1934.000.000

. terpelihara fungsinga

Uruzan Pemerintahan
Fenyediaan Jaza
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
FPemeliharaan, Pajak, dan Operasional atau Lapangan

104.01.2.08.02 Ferizinan Kendaraan yang Dipelihara dan Unit 15 1170.000.000 15 1AT0.000.000
Dinas Operasional atau dibayark.an Pajak dan
Lapangan FPerizinannya

14mz0gg | emeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan dan Mesin Uit 5 230.000.000 5 230,000,000
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Femeliharaanf Jumlah Gedung Kantor dan

1.04.01.2.08.04 Fiehabilitasi Gedung Eangunan Lainnya yang Unit 1 20,000,000 1 20,000,000
Fantor dan Bangunan DipeliharaiDirehabilitasi
Pemeliharaand Jumlah Sarana dan
Fehabilitazi Sarana dan Prazarana Pendukung

1.04.01.2.09.11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Unit 42 18.000.000 42 18.000.000

Gedung
Eantor atau Bangunan

Bangunan Lainnya yang
DipeliharaiDirehabilitasi
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PRI U R
Kod Sat
noe Pemerintahan [Outcome]/Kegiatan atuan 2025 2026
Daerah dan [Output) K Rp K Rp
Persentase
Pembangunan dan
Program Rehabilitasi Rumah
1.04.02 Pengembangan = 100.0 3.200.000.000 1000 3572000000
Korban Bencana atau
Ferumahan -
Relokasi Program
KabupatenfKota
Fendataan Penyediaan
Lo4.0z.20 dan Rehabilitasi Fumah Terlde!'utlFlkasmga Fumah di ” 00 700,000,000 100 £72.000.000
Korban Bencana atau Lok.asi Fawan Bencana
Bielokasi Program
I . Jumlah Diokumen Data
:le“F'.kHaS' F"er;mahan di Fumah di Lokasi Fawan
1.04.02.2.01.00 OF.A5] Fiawan Bencana Erencana dan Lokasi yang Dokumen| 1 G000 000D 1 20,000,000
atau Terkena Relok.asi : :
P K abumatenfbot Berpotensi Terkena Relok.asi
rogram kabupatenir.ota Program KabupatentKota
Jumlah Ookumen data
Fendataan Tingk.at Fumah yang Terkena
1.04.02.2.01.04 kerusakan Rumah Akibat Bencana KabupatentKota Dokumen| 10 A0.000.000 10 B2.000.000
Bencana berdasarkan Tingk.at
Kerusakan Rumah
Sosializazi dan Persiapan
Fenyediaan dan
i Ferzentaze pemahaman
1.04.02.2.02 EEh;b'"ES' FEI.lmaI: mas=yarakat ! suk arelawan " a0 a0
orban Bencana atai terhadapa materi sosialisasi
Fielok.asi Program
Kabupatendkata
Soszializasi Jumlah arang yang Mengikuti
Fengembangan Sosializazi Pengembangan
104.02.202.02 Perumahan Baru dan Perumahan Baru dan Orang T 40.000.000 ¥
Mekanisme Akses Mekanisme Akses
Ferumahan KFR-FLFF Ferumahan KFR-FLFF
F’embe_ﬂ_‘ugupan dan Fersentase Rumah Layak
Fiehabilitasi Bumah ! : .
104022003 Karban B ; Huni yang terbangun bagi kA 00 2.500.000.000 00 2.900.000.000
orhan Sencana atad korban bencana alam
Felok.asi Program
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N R
Kod Sar
ode Pemerintahan [Outcome ]I Keqgiatan atuan 2025 2026
Daerah dan [Outpurl K Hp K Rp
I . Jumlak Fumah Korban .
104.02.2.02.00 Eﬁ'h;b"'gg' Rumahbagi |50 ana Kabupaten yang H'—'”" N 1000000000 | 20 200,000,000
rhanbencana Terehabilitazi Hm
Femb = h Jumlak Bumahk bagi Korban Unit
1.04.02.2.03.04 EMMLAngunan muma Eencana Kabupaten yang i a0 1.500,000.000 a0 1,700.000,000
bagi Korban Bencana Rumah
Terbangun
- . Fersentaze Pembangunan
ﬁg?ﬁ;g:ﬁ;zm dan dan Fiehabilitasi Rumah
1.04.022.08 Korban Bencana atau M 00 100 -
Fengembangan -
Ferumahan Felokasi Program
Fabupatenflota
Jumlak Dokumen
F azilitazi Pemenuhan Fesepakatan dengan
Eamitmen Penerbitan lzin FengembangiFelaku
104.02.2.06.01 Fembangunan dan F'e-mbapguqe!n Fumah untuk, Dokumen| 100 100
Fengembangan Fenerbitan izin Fembangunan
Ferumahan Terinteqgrasi dan Pengembangan
Secara Elektronik Ferumahan Terintegrasi
Secara Elektronik,
10403 Program Kawasan
N Fersentase Areal
Permukiman Pemukiman Lagak Huni . 30,0 45 343 000,000 3000 46.703.290.000
Penataan dan .
Feningk.atan Kualitas dPeLgentaS; F_&_e-te-rsedlaan
104.03.2.02 K.awazan Permukiman = "'r”'a'b" a"a”k 5 20,0 1690000000 | 200 1,£00,000.000
Kumuh dengan Luas di penger‘? SNIAn kawasan
Eawah 10 [Sepulub] Ha permukiman
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OruzanfBidang

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Urusan Program
Kod Sat
ode Pemerintahan [Outcome)iKegiatan atuan 2025 2026
Daerah dan [Dutputl K Bp K Fp
Foordinasi dan Jumlah Laporan Hasil
Sinkronisasi Foordinasi dan Sinkronisasi
1.04.03.2.02.05 Pengendalian Penataan Pengendalian Penataan Laporan [ 10,0 130,000,000 10,0 2000.000.000
PemugaranfPeremajaan Pemugaran! Peremajaan
Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh
FPemyusunaniReviewiLeg Jumlah Ookumen Kebijakan
1.04.03.2.02.08 alizasi Kebijak.an Bidang Eidang FKF yang Tersusund Dokumen| 40 1500, 000, 00 4.0 100,000,000
FEF Tereview! Terlegalisasi
Eeningka?n Kuﬂ?tas Persentase berkurangnya
104.02.2.08 awazan Fermukiman luazan kawazan permukiman = 9,31 43 652.000.000 9,31 44,902 290,000
Fumuh dengan Luas di kumuh
Bawah 10 [sepuluk] Ha
?engf;l_‘;anpﬁienc;na Jumlah Rencana Tapak [Site
I:Ialia'lé e a_n] Dan . Plan ] dan Detail Engineering
1.04.05.2.05.01 ;Eg nameenng Uesian | macign [DED) Dokumen| 20 1,200,000, 000 30 1,200,000, 000
L ) aanlP Feremajaan'Pemugaran
ETEMAaanil- emuaaran Permukiman Kumuh
Permukiman Kumuh
Jumlah Ookumen
Kerja Sama Perbaikan Kesepakatan Kerja Sama
1.04.03.2.03.03 Fumah Tidak Layak Huni dalam Perbaikan Fumah Dokumen| 10 0
Beserta PSU Tidak Layak Huni Beserta
PsU
Pelak=zanaan
1040320506  |Fembangunan Luas Permukiman Fumuh Ha 32 42453000000 | 32 43 603,290,000
FPemugarant! Peremajaan yang Oiremajakand Dipugar
Permukiman Kumuh
ﬁendaltaan dan Verifikasi Jurnlah Oakumen Data
104.02.2.02.07 EnyElenggaraan Permukiman Kumuh yang Dokumen| 13 12

Eawasan Fermukiman
Eumuhb

Terverifik.asi

Renstra 2025-2026

Page 45



l.llusl;rl::f;i:ang Indill.:::;:;'::eﬂa Target Kinerja
Kod Sat
ode FPemerintahan [Outcome]lKegiatan atuan 2025 2026
Daerah dan [Dutputl K Rp K Rp

Program Perumahan Persentase Bumah

1.04.04 dan Kawasan Tangga dengan Akses 4 i 12 500.000_000 i 13125 000000
Permukiman Kumuh Hunian yang Layak
Fencegahan Perumahkan
dan Kawasan Persentase penurunan rumah .

1.04.04.2.01 Permukiman Kumuh pada tdak laysk huni k] 11 12 500,000,000 11 12.125.000.000
Daerah Kabupatendkoka
Ferbaik.an Fumah Tidak.
Layak Huni untuk, Jumlah Rumah Tidak Layak
Fencegahan Terhadap Huni untuk. Pencegahan
Tumbuh dan Terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya Berkembangnya Permukiman Inik

1.04.04.2.01.01 Farrmukiman Furmuh di Furmh di Loar F awasan Furmah 260 12 500,000,000 260 13.126.000.000
Luar Kawasan Fermukiman Kumuh dengan
Permukiman Kumuh Luaz di Bawah 10 [Sepuluh]
dengan Luas di Bawah 10 Ha yang Diperbaiki
[Sepulukh] Ha
2::‘?;3:;““ Persentase Perumahan

1.04.05 9 dan Pemukiman 4 i TE.000.000.000 i 81900000000
Prazarana,. Sarana terlanani PSU lanak
dan Utilitas Umum ’ ’
U P | Ferzentaze PSU perumahan

1.04.05.2.01 rusan menielEnaaaraan | 4o permokiman dalam = =] 78.000.000.000 &0 S1.300,000, 000
FSU Ferumahan A

kondizi baik.

P P di Jumlak dokumen

1.04.05.2.01.01 F_;ﬁ"ga"““h EMIEdIRAN | erencanaan Penyediaan Dokumen| 10 2 000,000,000 10 2 B00.000.000

Efumanan PEU Perumahan

Permediaan Prasarana, Jumlahk Lak.azi Perumahan
Sarana, dan Lilitas yang Dizediak.an Prazarana,

1.04.05.2.01.02 Umum di Perumahkan Sarana, dan Utilitas Umum ma EE.A02 T4.500.000.000 EE.A02 FEA00.000.000
untuk, Menunjang Fungsi yang Menunjang Fungsi
Hunian Hunian
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Kod Sat
ode Pemerintahan [Outcome)!Kegiatan atuan 2025 2026
Daerah dan [Outputl K Bp K Rp
Kaordinasi dan .
Sinkronizasi dalam Jumlah Lapu:-ran I_-|a5|| N
rangk.a Penyediaan e o L 10 1500000000 | 10 1600.000.000
1.04.05.2.01.03 Fracarans, Sarana, dan dalam rangk.a Fenyediaan aporan 00000, .600.000.
- Prazarana, Sarana, dan
Llkilita= Umum Utilitas U = h
Farumahan ilita= Umum Perumahan
‘Werifikasi dan Penyerahan Jumlah Dokumen Kerja Sama
1.04.05.2.01.04 FSU Permukiman dari FenyedizaniPengelolaan Dokumen| 220 280
Fengembang FEU Perumahan
KerjaSama Jumlah Laporan Hasil Serahk
1.04.05.2.01.05 F'engediaan.'l:"engelglaan TE”mE! FSU. F'er_umahan 4ang Lapnran 0 10
Fali P ki Terverifik.asi dari
EImukiman Fengembang
Urusan
2 Pemerintahan W ajib
yang Tidak
Berkaitan dengan
2.10 Urusan Pemintahan 11.100.000.000 12.200.000.000
Bidang Pertanahan
Program Fersentase pemenuhan
210,08 Pengelolaan Tanah kebutuhan tanah untuk 4 50 10500000 000 50 12.550_000_000
Kosong kepentingan umum
Inventarisasi dan Persentase ketersediaan
2.10.08.2.02 Femanfaatan Tanah datalahan dan lahan untuk. 4 00 10.500.000.000 100 12.550.000.000
Fasaong kepentingan umum
Felakzanaan Jumlah laporan tanah kosong
2.0.08.2.02.01 Inventarisasi Tanah dalam 1[=atu] kabupatenf Laparan g S00.000.000 E 550.000.000
Kaszang Kata yang diiventarizasi
2100820200  |Femantaatan Tanah Jumlah dokumen Dokumen| 3 10.000.000,000 3 12.000.000.000
Fasaong pemanfaatan tanah kosong
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BRI U e
Kod Sat
adce FPemerintahan [Outcome J[fKegiatan atuan 2025 2026
Daerah dan [Dutput] K Rp K Rp
Persentasze
Program eningkatan tertib
210,09 Fengelolaan Izin pening - ] o 600000000 0 650000000
administrasi pertanahan
Membuka Tanah -
pemerintah daerah
. . Fersentase persetujuan
2 10.09.2.01 ?E‘“E‘Lb'““ lzin Membuka 10 ng lahan untuk = 00 BO0O00.O00 | 100 B50.000.000
ana kepentingan umum
Fengendalian Jumlah dokumen kegiatan
210.09.2.01.02 FPemanfaatan Tanah pengendalian pemanfaatan Ookumen 7 E00.000.000 7 ERO.000.000
Megara tanah negara
162 090000000 170662 290,000
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BAB ViI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 3 (tiga) Bidang
Urusan yang terdiri dari :
1. Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Bidang Urusan Pertanahan

3. Bidang Urusan Pemerintah Daerah

7.1 Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan
kegiatan sebagai berikut :
a. Perbaikan Rumah tidak layak huni
b. Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah
kabupaten/ kota
c. Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas di kawasan perumahan dan
permukiman
d. Penataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di kawasan kumuh
Kawasan perkotaan rentan akan tumbuhnya kawasan kumuh yang
disebabkan penyebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini semakin sulit jika
tidak segera diatasi dengan baik. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh
masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka
panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota
tanpa permukiman kumuh. Selain itu diperlukan penanganan sarana dan
prasarana berupa jalan lingkungan yang dilengkapi saluran drainase,
penanganan rumah tidak layak huni dan rehabilitasi rumah korban bencana.
Penanganan Kumuh di arahkan Pada Desa-desa yang tercantum dalam SK

Kawasan Kumuh.
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7.2 Bidang Urusan Pertanahan

Bidang urusan pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan adalah berupa pemilikan dan pemanfaatan tanah.
Pengadaan tanah bagi kepentingan umum sangatlah diharapkan demi terwujudnya
pembangunan daerah. Lokasi yang dibebaskan adalah tanah masyarakat, tanah
HGU atau Eks HGU.

7.3 Bidang Urusan Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat yang diukur dari :
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selain melaksanakan
infrastruktur dasar juga melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
dalam hal penyedotan Lumpur Tinja melalui UPTD Air limbah di
bawah Bidang Penyehatan Lingkungan. Indeks Kepuasan Masyarakat
diharapkan meningkat setiap tahun dengan bertambahnya sarana dan
prasarana air limbah.
2. Laporan Hasi Evaluasi AKIP
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah adalah merupakan
indikator yang menunjukkan seberapa besar Kinerja instasi untuk
melayani masyarakat an keberhasilan pemerintah daerah.

Berdasarkan kriteria di atas, Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman
juga menetapkan Target Capaian Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan visi
dan misi kepala daerah. Adapun target indikator capaian selama periode 2025-
2026 ditetapkan sebagai berikut :
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Tabel 7.1 Indikator kinerja Utama (IKU)

No

Indikator Kinerja

Target Capaian
(Tahun)

2025

2026

Kondisi Kinerja pada
akhir periode

)

2)

@)

(4)

(©)

Persentase Kepala
Keluarga MBR yang
menempati rumah
layak huni

40,95%

41,02%

41,02%

Persentase penyediaan
rumah korban
bencana/relokasi
program Kabupaten

100%

100%

100%

Persentase
peningkatan  jumlah
rumah layak huni

61,18%

61,72%

61,72%

Persentase luasan
kawasan kumuh

1,43%

1,14%

1,14%

Rasio TPU per satuan
penduduk

18,81%

19,8%

19,8%

Persentase Perumahan
dan Permukiman
terlayani PSU layak

78,50%

79,00%

79,00%

Persentase pemenuhan
kebutuhan tanah untuk
kepentingan umum

100%

100%

100%

Persentase
peningkatan tertib
administrasi
pertanahan pemerintah
daerah

100%

100%

100%

Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)

82

82

82

10

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)

87

87

87
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BAB VIl
PENUTUP

Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 disusun untuk
menyelaraskan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam menunjang
pembangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam waktu 2 (dua) tahun.
Dokumen Renstra ini diharapkan dapat dipahami dan dijalankan oleh segenap
aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten
Deli Serdang dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Deli Serdang.

Dalam pelaksanaannya, Renstra akan dijabarkan kembali ke dalam
dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan
dalam satu tahun anggaran. Hasil capaian Program dan Kegiatan dilaporkan
kepada Kepala Daerah melalui instansi terkait, yang dituangkan melalui Laporan
Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah  (LKIP), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ).

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan komitmen dan konsistensi sebagai
rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi, sehingga Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman serta Pertanahan dapat mendukung pencapaian target
kinerja serta melayani dan menyelesaikan berbagai permasalahan perumahan dan
kawasan permukiman secara efektif, efisien dan berintegritas.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi
kepada Kepala Daerah terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik
dan prima. Dalam memjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah
khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Kabupaten Deli Serdang harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
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